
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1004, 2022 KEMENHUB. Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Maritim. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 24 TAHUN 2022  
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 29 TAHUN 2014 
TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pencegahan pencemaran dan 

perlindungan lingkungan maritim, perlu dilakukan 

penyempurnaan  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Maritim; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang 
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4849); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 106); 
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 
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6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 
2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan 

Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1115); 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 815); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN 
PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1115), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Pasal 7 

(1) Kapal Tangki Minyak yang mengangkut Minyak 

dengan Bobot Mati (Deadweight) DWT 600 (enam 
ratus) ton atau lebih wajib memenuhi ketentuan 

konstruksi dasar ganda.  

(2) Kapal Tangki Minyak yang mengangkut Minyak 
dengan Bobot Mati (Deadweight) DWT 5000 (lima 

ribu) ton atau lebih wajib memenuhi ketentuan 

konstruksi dasar ganda dan lambung ganda.  
(3) Ukuran dasar ganda (double bottom) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

h = B/15 (meter) atau h = 2,0 meter, 

dipilih mana yang lebih kecil, 
minimal nilai dari h = 1,0 meter untuk Kapal di atas 

DWT 5000 (lima ribu) ton 

minimal nilai dari h = 0,76 meter untuk Kapal di 
bawah DWT 5000 (lima ribu) ton dimana: 

h merupakan jarak antara plat dasar tangki muatan 

dengan dasar lunas 
B merupakan lebar Kapal terluar. 

(4) Ukuran lambung ganda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sebagai berikut: 
w = 0,5 + DWT/20000 (dua puluh ribu) atau w = 2,0 

meter, 

dipilih mana yang lebih kecil, 

minimal w = 1,0 meter 
dimana: 

w = lambung ganda 

DWT = Bobot Mati (Deadweight/ton). 
(5) Kapal Tangki Minyak dengan tonase kotor GT 150 

(seratus lima puluh gross tonnage) atau lebih yang 
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berlayar internasional wajib dilengkapi dengan 
stabilitas bocor (damage stability).   

(6) Kapal Tangki Minyak dengan Bobot Mati 

(Deadweight) DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih 
wajib melindungi tumpahan Minyak akibat 

tubrukan atau kandas dengan dilengkapi 

perhitungan rata-rata tumpahan Minyak (mean oil 
outflow parameter) sesuai dengan ketentuan Annex I 
MARPOL 73/78.  

(7) Kapal Tangki Minyak yang beroperasi dengan 

konstruksi dasar tunggal (single bottom) dan/atau 
konstruksi lambung tunggal (single hull) yang 

mengangkut muatan Minyak dengan Bobot Mati 

(Deadweight) DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih 

yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih sejak 
tahun penyerahan Kapal (delivery) atau Kapal 

Tangki Minyak dengan konstruksi dasar tunggal 

(single bottom) dan/atau konstruksi lambung 
tunggal (single hull) berbendera asing yang akan 

diganti bendera dengan umur tidak lebih 20 (dua 

puluh) tahun wajib melaksanakan Penilaian Kondisi 

Kapal (Condition Assesment Scheme/CAS) pada saat 
dok besar paling lambat tanggal 1 Desember 2024 

dan beroperasi tidak lebih dari tanggal 1 Juli 2026.  

(8) Persyaratan pelaksanaan Penilaian Kondisi Kapal 
(Condition Assessment Scheme/CAS) sebagai 

berikut:  

a. Kapal harus berada di atas dok;  

b. sebagai persiapan survei Pemilik Kapal 
menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur 

Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 

Kapal di atas dok; dan  
c. Pemilik Kapal harus membuat perencanaan 

Penilaian Kondisi Kapal survei (Condition 

Assessment Scheme/CAS survey plan). 
(9) Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment 

Scheme/CAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

meliputi pemenuhan persyaratan sebagai berikut:  

a. ukuran ketebalan plat konstruksi sesuai 
dengan hasil pengukuran ketebalan plat Kapal 

(ultrasonic thickness);  

b. batas maksimum lengkungan (deformasi) 
konstruksi;  

c. kekedapan hasil las;  

d. penggunaan bahan dan/atau peralatan 
pencegah atau penghambat laju korosi; dan  

e. perhitungan kekuatan memanjang.  

(10) Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment 
Scheme/CAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 
dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan 

Kapal atau badan klasifikasi yang diakui dan 

ditunjuk oleh Menteri. 
(11) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan 

Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment 
Scheme/CAS) diterbitkan pernyataan pemenuhan 
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ketentuan (statement of compliance) oleh Direktur 
Jenderal. 

 

2. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 36 
(1) Pembatasan kandungan sulfur dan kualitas Minyak 

bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

a. bahan bakar yang digunakan di atas Kapal 

harus memiliki kualitas bebas dari asam 

anorganik dan bebas dari bahan tambahan 
atau kotoran bahan kimia; 

b. contoh bahan bakar harus disegel dan 

ditandatangani oleh pemasok bahan bakar dan 
nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab 

serta disimpan di atas Kapal hingga batas 

waktu minimal 3 (tiga) kali bunker dari bunker 
terakhir; 

c. kandungan sulfur bahan bakar yang digunakan 

harus tercantum dalam dokumen pengisian 

bahan bakar;  
d. kandungan sulfur pada bahan bakar harus 

memenuhi persyaratan dengan nilai maksimal 

0,5 % m/m (nol koma lima persen mass by 
mass); dan 

e. ketentuan kewajiban penggunaan bahan bakar 

dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 % 
m/m (nol koma lima persen mass by mass) 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dikecualikan bagi Kapal berbendera lndonesia 

yang hanya berlayar di perairan Indonesia 
sepanjang belum tersedianya bahan bakar di 

pelabuhan yang disinggahi. 

(2) Kapal asing yang masih menggunakan bahan bakar 
dengan kandungan sulfur lebih dari 0,5 % m/m (nol 

koma lima persen mass by mass) wajib dilengkapi 

sistem pembersihan gas buang (scrubber) yang 

disetujui pemerintah negara Kapal. 
(3) Setiap Kapal wajib melaporkan pemakaian konsumsi 

bahan bakar Kapalnya setiap tahun kepada Direktur 

Jenderal. 
(4) Laporan pemakaian konsumsi bahan bakar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. jenis bahan bakar yang digunakan; 
b. jumlah bahan bakar yang dikonsumsi; 

c. total jarak tempuh (travel distance); 

d. total waktu pelayaran; 
e. data mesin penggerak utama; 

f. data mesin bantu (generator); dan 

g. metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data konsumsi bahan bakar. 
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(5) Pelaporan konsumsi bahan bakar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara 

daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut paling lama pada akhir bulan 
Maret tahun berikutnya dari periode pengumpulan 

bahan. 

(6) Kapal yang telah menyampaikan laporan konsumsi 
bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diberikan pernyataan kepatuhan pelaporan 

konsumsi Minyak bahan bakar (statement of 
compliance). 
 

3. Di antara Pasal 36 dan 37 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu 

Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C, serta di antara 
Pasal 36B dan Pasal 36C disisipkan 1 (satu) paragraf 

yaitu Paragraf 6A Persetujuan Peralatan Pencegahan 

Pencemaran, sehingga Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 
36C berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 36A 
(1) Kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus 

menggunakan bahan bakar dengan kualitas sesuai 

persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi 

Maritim Internasional atau menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

energi dan sumber daya mineral.  

(2) Untuk memenuhi kualitas bahan bakar yang 
digunakan oleh Kapal sebagaimana dimaksud ayat 

(1) pemasok bahan bakar wajib menerapkan 

pedoman praktik terbaik bagi pemasok bahan bakar 
untuk memastikan kualitas bahan bakar yang 

disampaikan ke Kapal (guidance on best practice for 
fuel oil suppliers for assuring the quality of fuel oil 
delivered to ships). 

(3) Pedoman praktik terbaik bagi pemasok bahan bakar 

untuk memastikan kualitas bahan bakar yang 

disampaikan ke Kapal (guidance on best practice for 
fuel oil suppliers for assuring the quality of fuel oil 
delivered to ships) sebagaimana dimaksud pada   

ayat (2) mengacu pada edaran Organisasi Maritim 
Internasional Nomor MEPC.1/Circ.875 tanggal 26 

April 2018 dan perubahannya. 

 

Pasal 36B 
(1) Pemasok bahan bakar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36A ayat (2) wajib memberikan catatan 

pengiriman bahan bakar kepada Kapal penerima 
bahan bakar yang paling sedikit memuat informasi:  

a. nama dan nomor IMO Kapal penerima bahan 

bakar; 
b. pelabuhan dimana Kapal melakukan pengisian 

bahan bakar; 

c. nama, alamat, dan nomor telepon pemasok 
bahan bakar; 

d. nama produk bahan bakar; 
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e. jumlah bahan bakar yang diisi atau diterima 
Kapal; 

f. masa jenis bahan bakar pada suhu 15o C (lima 

belas derajat celsius); 
g. kandungan sulfur pada bahan bakar; dan 

h. titik nyala (flash point) bahan bakar. 

(2) Pemasok bahan bakar Kapal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib memberikan sampel bahan bakar 

kepada Kapal yang menerima pasokan bahan 

bakarnya dengan dilengkapi label yang paling sedikit 

memuat informasi: 
a. lokasi dan metode yang digunakan pada saat 

pengambilan sampel; 

b. tanggal dimulainya pengiriman; 
c. jenis bahan bakar; 

d. nama dan nomor IMO dari Kapal penerima; 

e. tanda tangan dan nama perwakilan pemasok 
dan perwakilan Kapal; 

f. rincian identifikasi meteran (flow meter); dan 

g. tingkat bahan bakar. 
(3) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) catatan pengiriman bahan bakar 

dapat ditambahkan dengan informasi mengenai 

persyaratan lokal dan persyaratan komersial 
pemasok bahan bakar. 

(4) Catatan pengiriman bahan bakar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh 
perwakilan pemasok bahan bakar dan perwakilan 

Kapal penerima bahan bakar serta disimpan di atas 

Kapal selama paling singkat 3 (tiga) tahun. 
(5) Pemasok bahan bakar Kapal harus memiliki izin 

sebagai pemasok bahan bakar yang diterbitkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya 

mineral. 

(6) Pelaksanaan pemasokan bahan bakar Kapal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diawasi 
oleh syahbandar. 

(7) Pemasok bahan bakar Kapal harus memiliki sistem 

manajemen mutu (Quality Management Supplier 
System/QMS) dan dapat memberikan bukti atau 

ditunjukkan kepada pembeli bahan bakar Kapal 

dalam hal diperlukan. 
(8) Pencampuran bahan bakar Kapal oleh produsen 

atau pemasok bahan bakar Kapal hanya dapat 

dilakukan di tangki atau fasilitas yang berada di 

darat.  
(9) Pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

untuk memastikan produk akhir homogen dan 

kualitas hasil pencampuran harus diuji di 
laboratorium yang memenuhi persyaratan dan 

kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan disertai sampel yang dikirim 
untuk pengujian.  
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(10) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus 
diambil sesuai dengan pedoman untuk 

mendapatkan sampel yang representatif pada posisi 

bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas 
tangki. 

 

Paragraf 6A 
Persetujuan Peralatan Pencegahan Pencemaran  

 

Pasal 36C 
(1) Setiap peralatan, bahan, dan perencanaan prosedur 

pencegahan pencemaran yang digunakan di Kapal 

harus mendapatkan persetujuan Menteri melalui 
Direktur Jenderal. 

(2) Pemeriksaan kelengkapan dan pengujian peralatan 

pencegahan pencemaran dalam rangka penerbitan 

sertifikat pencegahan pencemaran dilakukan oleh 
pejabat pemeriksa keselamatan Kapal atau 

dilakukan oleh badan klasifikasi yang diakui dan 

ditunjuk oleh Menteri. 
(3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain: 

a. ballast water treatment unit; 
b. scrubber unit; 
c. oily water separator unit; 
d. sewage treatment unit; dan 

e. incinerator unit. 
(4) Persetujuan peralatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan sesuai format contoh 1 untuk 

ballast water treatment unit, contoh 2 untuk 

scrubber unit, contoh 3 untuk oily water separator 
unit, contoh 4 untuk sewage treatment unit, dan 

contoh 5 untuk incinerator unit sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 38 

(1) Pemilik Kapal atau penanggung jawab unit kegiatan 
lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang 

diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan 

kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang 
bersumber dari Kapal dan/atau kegiatan lainnya 

yang berupa: 

a. pencemaran oleh Minyak; atau 
b. pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain 

selain Minyak.  

(2) Tanggung jawab Pemilik Kapal atau penanggung 

jawab unit kegiatan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. tanggung jawab terhadap pencemaran 

lingkungan yang bersumber dari Minyak 
dan/atau Bahan Cair Beracun; 
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b. tanggung jawab terhadap pencemaran 
lingkungan yang bersumber dari bahan bakar 

Kapal; 

c. tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan 
pencegahan pencemaran yang dapat 

ditimbulkan akibat Kecelakaan Kapalnya; atau 

d. tanggung jawab terhadap pencemaran 
lingkungan yang bersumber dari muatan 

lainnya serta dari Kapal atau unit kegiatan 

lainnya.  
(3) Pemilik Kapal wajib mengasuransikan tanggung 

jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke 

perusahaan asuransi atau lembaga jaminan 
keuangan lain.  

(4) Perusahaan asuransi atau lembaga jaminan 

keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang memberikan Dana Jaminan Ganti Rugi 
Pencemaran harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut:  

a. bagi perusahaan asuransi asing atau lembaga 
jaminan keuangan asing lainnya merupakan 

anggota dari protection and indemnity club 
international; 

b. bagi perusahaan asuransi nasional atau 
lembaga jaminan keuangan nasional lainnya 

wajib terdaftar pada otoritas jasa keuangan 

sebagai badan asuransi; dan 
c. memiliki layanan laman yang dapat diakses 

untuk pengecekan keabsahan dokumen 

pertanggungan atau polis asuransi yang 
diterbitkan. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan 

jaminan pertanggungan asuransi, perusahaan 
asuransi atau lembaga jaminan keuangan lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

melaporkan kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal. 

(6) Dalam hal menggunakan jasa pihak ketiga dalam 

penerbitan dokumen jaminan pertanggungan 

asuransi atau blue card, perusahaan asuransi atau 
lembaga jaminan keuangan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus menyampaikan 

laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 
(7) Dalam hal nilai atau besaran pertanggungan yang 

disediakan oleh asuransi yang digunakan oleh 

Pemilik Kapal lebih kecil dari total biaya 
pertanggungan kerusakan akibat pencemaran yang 

ditimbulkan dari Kapalnya, Pemilik Kapal wajib 

menanggung semua biaya yang ditimbulkan untuk 

penanggulangan pencemaran dan pemulihan 
lingkungan yang disebabkan karena pencemaran di 

perairan yang berasal dari Kapalnya. 
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5. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 39 

(1) Pemilik Kapal yang mengangkut muatan Minyak 
secara curah sebanyak 2000 (dua ribu) ton atau 

lebih wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya 
terhadap kerugian pihak ketiga yang disebabkan 

pencemaran oleh Minyak yang berasal dari muatan 

Minyak dari Kapalnya serta wajib memenuhi 
ketentuan sesuai dengan konvensi ganti rugi (civil 
liability convention) dan dibuktikan dengan 

dokumen asuransi yang mengacu pada ketentuan 

konvensi ganti rugi (civil liability convention). 
(2) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu gross 

tonnage) atau lebih wajib memiliki Dana Jaminan 

Ganti Rugi Pencemaran atau asuransi atas 

tanggung jawabnya terhadap kerugian pihak ketiga 
yang disebabkan oleh pencemaran Minyak yang 

berasal dari bahan bakar (bunker) Kapalnya serta 

wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan konvensi 
ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (civil 
liability for bunker oil pollution damage convention) 

dan dibuktikan dengan dokumen asuransi yang 
mengacu pada ketentuan konvensi ganti rugi yang 

berasal dari bahan bakar (civil liability for bunker oil 
pollution damage convention).  

(3) Pemilik Kapal yang mengoperasikan Kapal untuk 
mengangkut Bahan Cair Beracun secara curah 

dengan jumlah muatan 150 (seratus lima puluh) ton 

atau lebih wajib memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi 
Pencemaran atau asuransi atas tanggung jawabnya 

terhadap kerugian pihak ketiga atas terjadinya 

pencemaran di perairan yang berasal dari Kapalnya 

dan  dibuktikan dengan certificate of insurance, 
dokumen pertanggungan atau polis asuransi, atau  

jaminan lembaga keuangan lainnya serta wajib 

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini. 
(4) Pemilik Kapal yang mengangkut muatan Minyak 

secara curah mulai dari jumlah muatan 150 

(seratus lima puluh) ton sampai dengan 1999 
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) 

ton wajib memiliki dokumen jaminan 

pertanggungan asuransi atas tanggung jawabnya 
terhadap kerugian pihak ketiga akibat pencemaran 

yang ditimbulkan oleh muatannya dan dibuktikan 

dengan certificate of insurance, dokumen 

pertanggungan atau polis asuransi, atau jaminan 
lembaga keuangan lainnya serta wajib memenuhi 

ketentuan Peraturan Menteri ini. 

(5) Pemilik Kapal dengan ukuran GT 100 (seratus 
gross tonnage) sampai dengan GT 999 (sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan gross tonnage) wajib 

memiliki Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran 

atau asuransi atas tanggung jawabnya terhadap 
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kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran 
oleh Minyak yang berasal dari bahan bakar (bunker) 
Kapalnya dan dibuktikan dengan certificate of 
insurance, dokumen pertanggungan atau polis  
asuransi, atau jaminan lembaga keuangan lainnya 

serta wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri 

ini. 
 

6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 sisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 39A 

(1) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat Dana 

Jaminan Ganti Rugi Pencemaran perairan bagi 
Kapal yang telah memiliki dokumen jaminan 

pertanggungan asuransi dari perusahaan asuransi 

atau lembaga jaminan keuangan lainnya dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Kapal yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(1) diterbitkan sertifikat Dana Jaminan Ganti 

Rugi Pencemaran Minyak (certificate of 
insurance or other financial security in respect 
of civil liability for oil pollution damage); 

b. Kapal yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 

(2) diterbitkan sertifikat Dana Jaminan Ganti 
Rugi Pencemaran dari bahan bakar (certificate 
of insurance or other financial security in 
respect of civil liability for bunker oil pollution 
damage); 

c. Kapal yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 

(3) diterbitkan sertifikat nasional Dana 
Jaminan Ganti Rugi Pencemaran oleh Bahan 

Cair Beracun (national certificate of insurance 
or other financial security in respect of civil 
liability for marine pollution damage of noxious 
liquid substances); 

d. Kapal yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(4) diterbitkan sertifikat nasional Dana 

Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak 

(national certificate of insurance or other 
financial security in respect of civil liability for 
oil pollution damage); dan 

e. Kapal yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(5) diterbitkan sertifikat nasional Dana 

Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak 

bahan bakar (national certificate of insurance or 
other financial security in respect of civil liability 
for bunker pollution damage). 

(2) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran 
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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diberikan berdasarkan permohonan oleh Pemilik 
Kapal kepada Direktur Jenderal. 

(3) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran 

perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dengan masa berlaku sesuai masa 

berlaku yang tercantum pada jaminan ganti rugi 

atau asuransi.  
(4) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran 

perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan batal apabila: 
a. Sertifikat diperoleh dengan cara tidak sah; 

atau 

b. Pemilik Kapal tidak melakukan pembayaran 
premi terhadap Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 41 

(1) Pemilik Kapal wajib menyampaikan laporan kepada 

Direktur Jenderal dalam hal terjadi perubahan atau 
pembatalan Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran 

atau asuransi terhadap Kapalnya. 

(2) Pemilik Kapal dapat dibebaskan dari tanggung 
jawab atas kerugian dari kerusakan akibat 

pencemaran dalam hal: 

a. kerusakan diakibatkan oleh tindakan perang 

atau bencana alam;  
b. untuk tujuan menyelamatkan jiwa manusia 

dalam keadaan darurat; atau 

c. kerusakan sepenuhnya disebabkan oleh 
tindakan atau kelalaian yang dilakukan 

dengan sengaja oleh pihak ketiga. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada   
ayat (2) huruf b dibuktikan dengan laporan dari 

syahbandar terdekat dimana Kapal mengalami 

kejadian. 
(4) Dalam hal suatu kejadian melibatkan 2 (dua) atau 

lebih Kapal dan mengakibatkan pencemaran, maka 

Pemilik Kapal harus bertanggung jawab secara 

bersama atas semua kerusakan akibat pencemaran 
yang terjadi.  

(5) Tanggung jawab secara bersama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal 
penyebab kejadian disebabkan hanya oleh Kapal 

yang dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan 

Mahkamah Pelayaran. 
 

8. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 49 

Ketentuan Manajemen Air Balas (Ballast water 
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Management) terhadap Kapal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut: 

a. dilengkapi buku catatan air balas (ballast water 
record book) dan buku rencana pengelolaan air 
balas (ballast water management plan) yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang dan 

dilaporkan untuk diketahui syahbandar pada 

pelabuhan setempat; 
b. menerapkan pengelolaan air balas untuk Kapal 

yang memiliki kapasitas air balas 1500 m3 (seribu 

lima ratus meter kubik) dimana pertukaran air 
balas hingga 95% (sembilan puluh lima persen) 

volume balas dengan jarak paling sedikit 25 (dua 

puluh lima) mil dari daratan terdekat; 
c. dalam hal huruf b tidak dilakukan maka 

pembuangan air balas harus melalui alat pengolah 

air balas; 
d. air balas yang dibuang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf c harus memperhatikan ketentuan 

dalam pembuangan balas yaitu kurang dari 10 

(sepuluh) viable organisme/mililiter yang memiliki 
ukuran lebih besar atau sama dengan 50 (lima 

puluh) μM dan kurang dari 10 (sepuluh) viable 

organisme/mililiter dengan ukuran antara 10 
(sepuluh) μM sampai dengan kurang dari 50 (lima 

puluh) μM, disamping persyaratan tersebut harus 

memenuhi ketentuan pembuangan dari indikator 
mikroba, sesuai standar kesehatan manusia 

sebagai berikut: 

1. toxicogenic vibrio cholerae (O1 dan O139) 

dengan kurang dari 1 (satu) unit pembentuk 
koloni (cfu) per 100 (seratus) mililiter atau 

kurang dari 1 (satu) cfu per gram (berat basah) 

sampel zooplankton; 
2. escherichia coli kurang dari 250 (dua ratus 

lima puluh) cfu per 100 (seratus) mililiter; dan 

3. intestinal enterococci kurang dari 100 (seratus) 

cfu per 100 (seratus) mililiter; 
e. peralatan sistem manajemen air balas yang 

terpasang sesuai dengan huruf c harus disetujui 

oleh pemerintah dengan memperhatikan panduan 
yang dikembangkan oleh Organisasi Maritim 

Internasional; dan 

f. persetujuan oleh pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e diberikan berdasarkan 

hasil pemeriksaan dan pengujian yang 

dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan 
Kapal atau melalui pengakuan hasil pemeriksaan 

dan pengujian yang telah dilakukan oleh 

administrasi negara lain yang dibuktikan dengan 

sertifikat persetujuan uji tipe. 
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9. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 51 
(1) Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran GT 500 

(lima ratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar 

di semua lautan wajib memenuhi ketentuan 
internasional mengenai penutuhan Kapal (Hong 
Kong International Convention for the safe and 
environmentally sound recycling of ships). 

(2) Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran GT 100 
(seratus gross tonnage) atau lebih yang berlayar di 

kawasan Indonesia wajib memenuhi ketentuan 

penutuhan Kapal dalam Peraturan Menteri ini. 
(3) Kapal berbendera Indonesia dapat diterbitkan 

sertifikat kesiapan penutuhan (certificate ready for 
recycling) setelah memenuhi persyaratan 

berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat 
pemeriksa keselamatan Kapal sebelum dilakukan 

penghapusan dari daftar Kapal Indonesia. 

(4) Kapal asing yang akan ditutuh di Indonesia wajib 
dilengkapi dengan sertifikat kesiapan penutuhan 

(certificate ready for recycling) yang diterbitkan oleh 

negara bendera Kapal dan selanjutnya dapat 
mengajukan penghapusan Kapal dari daftar Kapal 

pada negara bendera Kapal. 

(5) Penutuhan Kapal (ship recycling) sebagaimana 

dimaksud pada   ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilakukan di fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) yang mendapatkan persetujuan 

dari Direktur Jenderal. 
(6) Penutuhan Kapal (ship recycling) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan bagi 

Kapal yang mengalami musibah di perairan sehingga 

Kapal harus dipotong ditempat.  
 

10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 52 

(1) Setiap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
wajib memenuhi persyaratan pengendalian barang 

dan material berbahaya (hazardous materials) 

sebagai berikut: 

a. Kapal tidak diperbolehkan menggunakan 
material berpotensi bahaya terhadap kesehatan 

dan lingkungan untuk digunakan di Kapal; 

b. Kapal yang akan dilakukan penutuhan harus 
memiliki daftar inventaris material berbahaya 

(inventory of hazardous materials); 

c. daftar inventaris material berbahaya (inventory 
of hazardous materials) berisi informasi jenis, 
jumlah, volume, dan lokasi terhadap barang 

berbahaya yang dilarang atau dibatasi dan 

berpotensi berbahaya yang digunakan di Kapal 
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yaitu: 
1. struktur dan perlengkapan Kapal (ship 

structure and equipment) yang paling 

sedikit terdiri atas cat, pelapis, panel 
dinding, perlengkapan di geladak instalasi 

permesinan, dan listrik serta perpipaan; 

2. limbah operasional Kapal (ship generated 
waste) yang paling sedikit terdiri dari 
sampah, air bilga, muatan, sisa Minyak 

kotor, dan air balas; dan 

3. perbekalan Kapal (ship store) yang paling 
sedikit terdiri atas bahan bakar Minyak, 

CO2, pelumas, dan gas; 

d. daftar inventaris material berbahaya (inventory 
of hazardous materials) yang ada di Kapal 
disiapkan oleh Pemilik Kapal untuk diverifikasi 

oleh pejabat pemeriksa keselamatan Kapal 

sebelum Kapal dilakukan penutuhan; 
e. terhadap Kapal Tangki Minyak atau Kapal 

tangki bahan kimia (chemical tanker) dengan 

ukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau 
lebih, daftar inventaris material berbahaya 

(inventory of hazardous materials) sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d disiapkan oleh pihak 

ketiga atas permintaan Pemilik Kapal; dan  
f. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam 

huruf e harus memenuhi standar manajemen 

mutu yang berlaku dan memiliki personel yang 
mempunyai kualifikasi di bidang material 

berbahaya (hazardous material) dibuktikan 

dengan sertifikat pelatihan (training certificate) 

yang diadakan oleh penyelenggara pelatihan 
(training) yang diketahui oleh Direktur Jenderal. 

(2) Kapal yang akan ditutuh harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a. harus ditutuh di fasilitas penutuhan Kapal 

(ship recycling facilities) yang telah diberikan 

otorisasi penutuhan Kapal oleh Direktur 
Jenderal; 

b. sebelum memasuki fasilitas penutuhan Kapal 

(ship recycling facilities) harus meminimalkan 

jumlah sisa muatan, sisa bahan bakar Minyak, 
dan limbah yang tersisa di atas Kapal; 

c. untuk Kapal Tangki Minyak apabila tiba di 

fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) dengan isi muatan atau sisa pada 

tangki harus di pompa hingga dipastikan ruang 

muat dalam kondisi siap dan tersertifikasi 

aman untuk dimasuki dan untuk pekerjaan 
panas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

d. memberikan semua informasi yang tersedia 
terkait dengan Kapal kepada fasilitas 

penutuhan Kapal (ship recycling facilities) untuk 

pengembangan rencana penutuhan Kapal (ship 
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recycling plan); 
e. membuat daftar inventaris material berbahaya 

(material hazardous) yang ada di Kapal;  

f. Kapal berdasarkan catatan dalam daftar induk 
Kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani 

hipotek serta bebas dari segala bentuk sitaan;  

g. memiliki: 
1. persetujuan kesiapan penutuhan Kapal 

untuk Kapal berbendera Indonesia yang 

akan ditutuh di dalam negeri yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau 
organisasi yang diakui oleh Direktur 

Jenderal; atau 

2. sertifikat kesiapan penutuhan Kapal 
(certificate ready for recycling) untuk Kapal 

asing yang diterbitkan oleh negara bendera 

Kapal dan telah dihapus dari daftar negara 
bendera Kapal;  

h. memiliki sertifikat kesiapan penutuhan Kapal 

(certificate ready for recycling) untuk Kapal 

berbendera Indonesia yang akan ditutuh di luar 
negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

atau organisasi yang diakui oleh Direktur 

Jenderal; dan 
i. dilakukan penghapusan dari daftar Kapal 

Indonesia setelah memiliki sertifikat kesiapan 

penutuhan Kapal (certificate ready for recycling) 
dimiliki dan sebelum melaksanakan 

penutuhan. 

(3) Pemilik Kapal wajib melaporkan kepada syahbandar 
sesuai lokasi tempat penutuhan Kapalnya sebelum 

melaksanakan penutuhan untuk dilakukan 

pengawasan penutuhan Kapal (ship recycling) oleh 

syahbandar setelah persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terpenuhi. 

 

11. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 

Pasal 53 

(1) Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 
harus membuat rencana fasilitas penutuhan Kapal 

(ship recycling facility plan/SRFP) yang meliputi: 

a. pengendalian fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) terdiri atas:  

1. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) harus dirancang, dibangun, dan  

dioperasikan di tempat yang aman dan 
berwawasan lingkungan yang memenuhi 

persetujuan lingkungan dari instansi yang 

berwenang di bidang lingkungan hidup; 
2. untuk memastikan bahwa fasilitas 

penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 

selalu mematuhi persyaratan dalam 
Peraturan Menteri ini maka dilakukan 
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inspeksi, pemantauan, dan penegakan 
hukum termasuk dalam bentuk skema 

audit yang akan dilakukan oleh Direktur 

Jenderal; dan 
3. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 

facilities) yang akan melakukan kegiatan 

penutuhan Kapal (ship recycling) harus 

memiliki otorisasi penutuhan Kapal (ship 
recycling) yang diberikan oleh Direktur 

Jenderal; 

b. pencegahan dampak buruk bagi kesehatan 
manusia dan lingkungan sebagai berikut: 

1. mencegah ledakan, kebakaran, dan 

kondisi tidak aman lainnya dengan 
memastikan prosedur kerja yang aman 

untuk pekerjaan panas ditetapkan, 

dipelihara, dan dipantau di seluruh 

kegiatan penutuhan Kapal (ship recycling); 
2. mencegah bahaya dari atmosfer berbahaya 

dan kondisi tidak aman lainnya dengan 

memastikan bahwa kondisi dan prosedur 
safe-for-entry ditetapkan, dipelihara, dan 

dimonitor di ruang Kapal, termasuk ruang 

terbatas dan ruang tertutup di seluruh 
kegiatan penutuhan Kapal (ship recycling); 

3. mencegah kecelakaan lain, penyakit akibat 

kerja dan cedera, atau dampak buruk 

lainnya pada kesehatan manusia dan 
lingkungan; dan 

4. mencegah tumpahan atau emisi di seluruh 

penutuhan Kapal (ship recycling) yang 
dapat membahayakan kesehatan manusia 

dan/atau lingkungan; 

c. manajemen material berbahaya yang aman dan 
ramah lingkungan sebagai berikut: 

1. meminimalkan jumlah sisa muatan, bahan 

bakar Minyak  dan pelumas, bahan kimia, 

dan limbah yang ada di atas Kapal; 
2. tangki muatan dan ruang pompa muatan 

pada Kapal Tangki Minyak harus dalam 

kondisi aman untuk dimasuki (safe for 
entry) dan aman untuk pekerjaan panas 

(safe for hot work); 

3. menyediakan semua informasi kepada 

fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) untuk merancang rencana 

penutuhan Kapal (ship recycling plan) 
termasuk daftar inventaris material 
berbahaya (inventory of hazardous 
materials) yang ada di Kapal; 

4. dalam hal fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) tidak memiliki peralatan 
pengelolaan limbah dan/atau sampah, 

maka limbah dan/atau sampah yang ada 

di atas Kapal harus dibuang pada 
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pelabuhan terakhir sebelum diserahkan ke 
fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities);  

5. memastikan bahwa cairan yang potensial 
berbahaya dari Kapal sudah dikeringkan di 

fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities); dan 

6. memastikan bahwa air balas Kapal telah 
dikelola sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan internasional; 
d. material berbahaya (hazardous material) atau 

zat yang dapat beresiko mengganggu 

kesehatan, keamanan, properti, dan lingkungan 
antara lain: 

1. mudah meledak:  

a) zat dan bahan yang memiliki bahaya 

ledakan besar; 
b) zat dan bahan yang memiliki 

projection hazard yang besar namun 

bukan merupakan bahaya ledakan 
besar (blast atau project hazard) 
merupakan bahaya yang disebabkan 

oleh terlemparnya bagian tertentu 
berbentuk padat akibat dari ledakan; 

c) zat dan bahan yang memiliki bahaya 

kebakaran (fire hazard) dan bahaya 

ledakan kecil atau proyektil yang kecil 
atau keduanya; 

d) zat dan bahan yang tidak mempunyai 

bahaya signifikan, hanya bahaya kecil 
dalam hal pengapian atau inisiasi 

dengan efek apapun; 

e) zat yang sangat sensitif yang memiliki 
bahaya ledakan yang besar; dan 

f) partikel sangat sensitif yang tidak 

memiliki bahaya ledakan besar;  
2. gas mampat, gas cair, dan gas terlarut 

pada tekanan atau pendinginan tertentu 

dengan subdivisi: 

a) gas yang mudah terbakar; 
b) gas yang tidak mudah terbakar dan 

tidak beracun; 

c) gas beracun; dan 
d) bahan gas yang termasuk dalam 

kategori tersebut antara lain gas 

oksigen, gas karbondioksida, dan 
aerosol; 

3. cairan mudah menyala seperti cairan, 

campuran cairan, atau cairan yang 
mengandung padatan dalam larutan atau 

suspensi yang mengeluarkan uap yang 

mudah terbakar memiliki titik nyala pada 

suhu tidak lebih dari 60oC-65oC (enam 
puluh derajat celsius sampai dengan enam 
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puluh lima derajat celsius) antara lain 
aceton, cat, bensin, dan parfum; 

4. zat padat mudah terbakar dikarenakan 

gesekan, tekanan, panas, dan kontak 
dengan air dengan subdivisi: 

a) zat padat yang mudah terbakar; 

b) zat yang dapat terbakar dengan 
spontan; 

c) zat yang dapat mengeluarkan gas 

mudah terbakar saat   kontak dengan 
air; dan 

d) yang termasuk di dalamnya meliputi 

sulfur, logam, alkali, dan karbon aktif; 
5. zat yang dapat menyebabkan atau 

berkontribusi terhadap kebakaran yang 

umumnya menghasilkan oksigen sebagai 

hasil dari reaksi kimia redoks dengan 
subdivisi: 

a) zat pengoksidasi; 

b) peroksida organik; dan 
c) zat atau bahannya termasuk hidrogen 

peroksida, potasium permanganat, 

sodium nitrat, amonium nitrat, 
fertilizer, dan oksigen generator;  

6. bahan beracun dan mudah menular yang 

dapat menyebabkan kematian dengan 

subdivisi: 
a) zat beracun; 

b) zat infeksi; dan 

c) zat atau bahan antara lain sianida, 
timbal, phenol, pestisida, dan sampel 

biologi; 

7. bahan radio aktif yang berbahaya bagi 
manusia dengan subdivisi radioaktif 

material seperti uranium dan batuan 

radioaktif;  
8. bahan korosif yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada kulit seperti asam sulfat, 

basa kiat/natrium hidroksida, dan air aki; 

dan  
9. barang bahan lainnya dianggap dapat 

membahayakan namun tidak termasuk 

dalam delapan kelas di atas meliputi zinc 
anoda, baterai litium, mesin diesel, air 

bilga, dan air balas;  

e. kesiapan dan tanggap darurat: 
1. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 

facilities) harus menetapkan dan 

memelihara keadaan kesiapsiagaan 

darurat dan rencana respon; 
2. rencana penutuhan Kapal (ship recycling 

plan) harus dibuat dengan memperhatikan 

lokasi dan lingkungan fasilitas penutuhan 
Kapal (ship recycling facilities) dan harus 

mempertimbangkan ukuran dan sifat dari 
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kegiatan yang terkait dengan setiap operasi 
penutuhan Kapal meliputi: 

a) memastikan bahwa peralatan dan 

prosedur yang diperlukan harus 
diikuti dalam kasus keadaan darurat 

sudah ada dan latihan dilakukan 

secara teratur; 
b) memastikan bahwa informasi yang 

diperlukan, komunikasi internal, dan 

koordinasi disediakan untuk 
melindungi semua orang dan 

lingkungan dalam hal terjadi darurat 

di fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities); 

c) menyediakan informasi kepada 

instansi setempat yang terkait; 

d) menyediakan pertolongan pertama 
dan bantuan medis, pemadam 

kebakaran, dan evakuasi semua 

orang di fasilitas penutuhan Kapal 
(ship recycling facilities); dan 

e) menyediakan informasi dan pelatihan 

yang relevan untuk semua pekerja 

fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) di semua tingkatan 

dan sesuai dengan kompetensinya, 

termasuk latihan berkala dalam 
prosedur pencegahan, persiapan, dan 

tanggap darurat;  

f. keselamatan dan pelatihan pekerja: 

1. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) harus menyediakan tindakan 

terukur untuk keselamatan pekerja antara 

lain: 
a) memastikan ketersediaan, 

pemeliharaan, dan penggunaan 

peralatan pelindung diri dan pakaian 
yang dibutuhkan untuk semua 

kegiatan penutuhan Kapal (ship 

recycling); 

b) memastikan bahwa program pelatihan 
disediakan agar pekerja dapat dengan 

aman melakukan semua kegiatan 

penutuhan Kapal (ship recycling); dan 
c) memastikan bahwa semua pekerja di 

fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) telah diberi 

pelatihan dan pengenalan yang tepat 
sebelum melakukan kegiatan 

penutuhan Kapal (ship recycling);   

2. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) harus menyediakan dan 
memastikan penggunaan peralatan 

pelindung diri untuk kegiatan yang 

membutuhkan penggunaan peralatan 
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tersebut termasuk pelindung untuk:  
a) kepala; 

b) wajah dan mata; 

c) tangan dan kaki; 
d) pernapasan; 

e) pendengaran; 

f) kontaminasi radioaktif; dan 
g) risiko jatuh;  

3. Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) dapat bekerja sama dalam 

menyediakan pelatihan pekerja dan 
program pelatihan yang dilaksanakan 

yaitu:  

a) mencakup semua pekerja termasuk 
personel kontraktor dan karyawan di 

fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities); 

b) dilakukan oleh orang yang kompeten; 

c) menyediakan pelatihan awal dan 

penyegaran pada interval yang sesuai; 

d) termasuk evaluasi peserta atas 
pemahaman dan retensi mereka 

terhadap latihan; 

e) ditinjau secara berkala serta 
dimodifikasi seperlunya; dan 

f) didokumentasikan;  

g. pelaporan insiden, kecelakaan, penyakit akibat 
kerja, dan efek kronis: 

1. fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 
facilities) yang telah diberikan otorisasi 

oleh Direktur Jenderal wajib melapor 
kepada Direktur Jenderal setiap insiden, 

kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau 

efek kronis yang menyebabkan, atau 
dengan potensi penyebab, risiko terhadap 

keselamatan pekerja, kesehatan manusia 

serta lingkungan; dan 
2. laporan harus memuat uraian tentang 

kejadian, kecelakaan, penyakit akibat kerja 

atau efek kronis, penyebab, tindakan 
respons yang diambil dan konsekuensi 

serta tindakan korektif yang diambil. 

(2) Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 

yang akan melakukan kegiatan penutuhan Kapal 
(ship recycling) selain memiliki rencana fasilitas 

penutuhan Kapal (ship recycling facility plan) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: 
a. memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya 

kebakaran, ledakan, dan memastikan ruang di 

Kapal aman untuk dimasuki dan aman untuk 

pekerjaan panas; 
b. memiliki peralatan perlindungan diri antara 

lain helm keselamatan, pelindung muka dan 

mata, sepatu keselamatan, sarung tangan, 
pelindung pernapasan, penutup telinga, 
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pelindung dari radiasi, sabuk keselamatan, dan 
pakaian kerja yang sesuai; 

c. menetapkan sistem manajemen, prosedur, 

pedoman, dan teknik yang tidak menimbulkan 
risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja 

serta mencegah terjadinya pencemaran, dan 

mengurangi dampak lingkungan yang 
disebabkan oleh penutuhan Kapal (ship 
recycling); 

d. memiliki tempat penampungan terhadap sisa 

limbah dan pemisahan dari bahan penutuhan 
pada Kapal yang akan ditutuh; dan 

e. memenuhi pemeriksaan lokasi (site inspection) 

yang terarah pada keselamatan pekerja, 
perlindungan pekerja, dan lingkungan.  

(3) Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan 

dokumen otorisasi untuk melaksanakan penutuhan 

kapal (document of authorization to conduct ship 
recycling) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis risiko. 

(4) Dokumen otorisasi untuk melaksanakan penutuhan 
Kapal (document of authorization to conduct ship 
recycling) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) 

tahun. 
 

12. Pasal 54 dihapus. 

 
13. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 
Pasal 55 

(1) Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 

ketika bersiap menerima Kapal untuk ditutuh harus 

menyampaikan laporan secara tertulis kepada 
syahbandar disertai dengan data dan informasi 

Kapal sebagai berikut: 

a. nama negara bendera kebangsaan Kapal; 
b. tanggal saat Kapal terdaftar di negara tersebut; 

c. nomor identifikasi Kapal (nomor IMO dan call 
sign); 

d. tanda pendaftaran Kapal; 

e. tipe Kapal; 

f. pelabuhan tempat Kapal terdaftar; 

g. nama dan alamat Pemilik Kapal; 
h. nama badan klasifikasi dimana Kapal 

didaftarkan; 

i. keterangan utama Kapal meliputi: 
1. panjang keseluruhan (Length Overall/LOA); 

2. lebar (breadth); 

3. dalam (depth); 

4. tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase 
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bersih (net tonnage/NT); dan 
5. jenis dan daya mesin; 

j. daftar inventarisasi material berbahaya; dan 

k. rencana penutuhan Kapal (ship recycling plan) 
yang menyebutkan waktu dan lokasi kegiatan 

penutuhan Kapal (ship recycling). 

(2) Fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling facilities) 

melakukan penutuhan Kapal yang telah 
memperoleh sertifikat atau persetujuan kesiapan 

penutuhan Kapal dan dilengkapi dengan dokumen 

yang menyatakan Kapal telah dihapus dari tempat 
Kapal terdaftar (deletion). 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) syahbandar melakukan pengawasan 
kegiatan penutuhan Kapal (ship recycling). 

(4) Dalam hal sebagian atau seluruh penutuhan Kapal 

(ship recycling) selesai dilakukan sesuai dengan 

persyaratan, maka fasilitas penutuhan Kapal (ship 
recycling facilities) mengeluarkan pernyataan 

penyelesaian (statement of completion) dan 

dilaporkan kepada syahbandar. 

(5) Untuk Kapal asing, pernyataan penyelesaian 
(statement of completion) diberikan kepada 

syahbandar dan administrator sesuai bendera 

Kapal. 
(6) Pernyataan penyelesaian (statement of completion) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

harus sesuai dengan rencana penutuhan Kapal (ship 
recycling plan) dan pencegahan dampak buruk pada 
kesehatan manusia dan/atau lingkungan. 

(7) Rencana penutuhan Kapal (ship recycling plan) 

sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuat sebelum 
pekerjaan penutuhan kapal dilakukan yang paling 

sedikit memuat: 

a. informasi dari data kepemilikan Kapal yang 
dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

Inggris; 

b. informasi untuk masuk di dalam ruang yang 

berbahaya, panas serta bagaimana jenis dan 
jumlah dari bahan berbahaya termasuk yang 

diidentifikasikan ke dalam daftar inventaris 

material berbahaya (inventory of hazardous 
materials) yang akan dikerjakan; 

c. potensi bahaya pada keselamatan pekerja yang 

mungkin timbul selama proses penutuhan 

Kapal (ship recycling); dan 
d. tempat fasilitas penutuhan Kapal (ship recycling 

facilities). 

 
14. Pasal 63 dihapus. 
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15. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 64 
(1) Pemilik Kapal mengajukan permohonan untuk 

dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat, 

pernyataan pemenuhan ketentuan (statement of 
compliance), surat persetujuan, atau surat 

keterangan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perizinan berusaha berbasis risiko. 
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. sertifikat internasional pencegahan pencemaran 
oleh Minyak (international oil pollution 
prevention certificate) sesuai format contoh 6 

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 

b. sertifikat internasional pencegahan pencemaran 

oleh Bahan Cair Beracun secara curah 
(international pollution prevention certificate for 
the carriage of noxious liquid substances in bulk) 

sesuai format contoh 7 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

c. sertifikat internasional pencegahan pencemaran 

oleh kotoran (international sewage pollution 
prevention certificate) sesuai format contoh 8 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

d. sertifikat internasional pencegahan pencemaran 

oleh udara (international air pollution prevention 
certificate) sesuai format contoh 9 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini, sertifikat internasional pencegahan 
pencemaran udara dari mesin (engine 

international air pollution prevention 
certificate/EIAPPC) sesuai format contoh 10 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini, dan sertifikat 

internasional efisiensi energi (international 
energy efficiency certificate/IEEC) dari Kapal 

sesuai format contoh 11 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

e. sertifikat nasional Pencegahan Pencemaran dari 

Kapal (national pollution prevention certificate) 
sesuai format contoh 12 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
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Menteri ini; 
f. sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran Minyak (certificate of insurance or 
other financial security in respect of civil liability 
for oil pollution damage) sesuai format contoh 

13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

g. sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran Minyak bahan bakar (certificate of 
insurance or other financial security in respect of 
civil liability for bunker oil pollution damage) 

sesuai format contoh 14 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

h. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran Minyak (national certificate of 
insurance or other financial security in respect of 
civil liability for oil pollution damage) sesuai 

format contoh 15 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

i. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi 
Pencemaran minyak bahan bakar (national 
certificate of insurance or other financial security 
in respect of civil liability for bunker pollution 
damage) sesuai format contoh 16 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 
j. sertifikat nasional Dana Jaminan Ganti Rugi 

Pencemaran oleh bahan cair beracun (national 
certificate of insurance or other financial security 
in respect of civil liability for marine pollution 
damage of noxious liquid substances) sesuai 

format contoh 17 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

k. sertifikat sistem anti teritip (anti-fouling system 
certificate), catatan sistem anti teritip (record of 
anti-fouling systems), dan pengukuhan untuk 

catatan sistem anti teritip (endorsement of the 
record of anti-fouling system) sesuai format 

contoh 18 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 

l. sertifikat nasional sistem anti teritip (national 
anti-fouling system certificate), catatan nasional 
sistem anti teritip (record of national anti-fouling 
system), dan pengukuhan untuk catatan 

nasional sistem anti teritip (endorsement of the 
record of national antifouling system) sesuai 

format contoh 19 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 
m. sertifikat internasional manajemen air balas 

(international ballast water management 
certificate) sesuai format contoh 20 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; 
n. sertifikat nasional manajemen air balas 

(national ballast water management certificate) 

sesuai format contoh 21 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; 

o. sertifikat internasional inventaris material 
berbahaya (international certificate on inventory 
of hazardous materials) sesuai format contoh 22 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

p. sertifikat nasional inventaris material 

berbahaya (national certificate on inventory of 
hazardous materials) sesuai format contoh 23 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini; 

q. sertifikat internasional kesiapan penutuhan 

(international ready for recycling certificate) 

sesuai format contoh 24 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini; dan 
r. sertifikat nasional kesiapan penutuhan 

(national ready for recycling certificate) sesuai 

format contoh 25 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Pernyataan pemenuhan ketentuan (statement of 
compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. pernyataan kepatuhan pelaporan konsumsi 

Minyak bahan bakar (statement of compliance-
fuel oil consumption reporting) sesuai format 

contoh 26 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 
b. pernyataan pemenuhan standar daya tahan 

pelindung anti karat (statement of compliance 
performance standard for protective coating) dan 
catatan pernyataan pemenuhan Standar Daya 

Tahan Pelindung Anti Karat (record of statement 
of compliance performance standard for 
protective coating), sesuai format contoh 27 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini;  
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c. pernyataan pemenuhan Penilaian Kondisi Kapal 
(statement of compliance for ship condition 
assessment scheme/CAS) sesuai format contoh 

28 dan contoh 29 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 

d. dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas 
penutuhan Kapal (document of authorization to 
conduct ship recycling) sesuai format contoh 30 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

(4) Surat keterangan pemenuhan pencegahan 

pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk 
kemasan (letter of compliance for prevention of 
pollution by harmful substances carried by sea in 
packaged form) sesuai format contoh 31 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 
16. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 64A 

(1) Untuk memperoleh surat keterangan pemenuhan 

pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya 

dalam bentuk kemasan (letter of compliance for 
prevention of pollution by harmful substances carried 
by sea in packaged form) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64 ayat (4), Pemilik Kapal mengajukan 
permohonan kepada syahbandar. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan persyaratan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang penyelenggaraan perizinan berusaha 

berbasis risiko. 
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) syahbandar melakukan pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan dan/atau pemeriksaan 

fisik Kapal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja 
sejak permohonan diterima secara lengkap dan 

benar.  

(4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi 

persyaratan, syahbandar menyampaikan 

pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. 
(5) Pemohon menyampaikan kelengkapan persyaratan 

dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diterima. 

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) pemohon tidak menyampaikan 

kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap 
batal. 
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(7) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi 

syahbandar menerbitkan surat keterangan 

pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan 
berbahaya dalam bentuk kemasan (letter of 
compliance for prevention of pollution by harmful 
substances carried by sea in packaged form). 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 September 2022 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 
BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 September 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

YASONNA H. LAOLY 
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